LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT 11 REVDIAC

NOMOR ' 5 TAHUN 1953 SERI D
"NOMOR 3

- ——

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT I
REMBANG

NOMOR 7 TAHUN 1838
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DA-
ERAH TINGKAT II REMBANG NOMOR 13 TAHMHUN 1880
TENTANG SUSUVZAN ORGAMISAS! DAN TATA KERJA SE¥RE-
TASIAT WILAYAH / DAERAH TINGXAT Il DAMN SEXRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT Il REMBANG

Menimbang ¢ a. Bahwa berdasarkan Surat Menteri ¢'a’am Negeri
tgl. 7 Desember 1887 Nomer 081 /12°40/5)
perihal Peningkatan Sub Bagian Oraarnisasi
dan Tatalaksana menjadi Bagian <a3n Surat
Mentsri Dalam Nsceri tanagal 14 Des:mter
1987 Nomor 061.1/1213/ Litbang perinal Pe-
ngaturan Organisasi Radio Siaran Fermierintah
Daerah (RSPD), maka dipandang nerlu manin
jau kembali Susunan Organisasi don Tatakerja
Sekretariat Wilayah / Daerah dan Sekretariat

. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Dae:ah Tingket Il Rembang.
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b. Bahwa barhubung dengan itu, maka Peraturan
Daerah Kabupaten Daerah Tinukst |l Rembang
Nomor 13 Tahun 1880 jo Nomor 7 Tahun 1984
tsntang Susunan Orgariszsi dan Tatakerja Se-
kretariat Dewsn Psiwaki'zn iiakyat Daerah
Kabupaten Dzerah Tingkat Il Rembang perlu
perlu diubah untuk di sesusikan dengan mek—
sud Surat Menteri Dalam Nege!i tersebut di-
atas yang penuaturannya di tuangkan dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat il
Rembang.

Mengingat $ 1. Undans undang Nomor 5 Yahun 1974 tentang
Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Dasrah <abupaten dalam
Lingkungan Fropinsi Jawa Tengah.

3. Keoutusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130
Tahun 1978 tentang Pedom~n Susunan Orga-
n'sast dan [ata kerja S=kre'ariat Wilzyah/Dzerah
Tingkat !, Sekr:tarizt Kotamedye/ Dzerah Tk. 1
dan Sexretsriat Dawan Perwzkiian Rakyat Da-
erah Kabupaten Daerah Tingkat IL

4. Reraturan Daerah Ksbupaten Dasrah Tingkat Il
Resmbang Nomor 13 Tshun 1880 tentang Su-
sunzn Organisasi dan Tatzke:js Sekrztariat Wi
tavah 7 Daerah dan Sekr-tariat Dswan Perwa-
kilan Rakyat Daerah Kabupaten Dgzerah Ting-

kat Il Rembang.

Deangan Perse!u]uén Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Rabupa-
ten Daerah Tingkat il kemban:,
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT Il REMBANG TEMTANG FERUBAHAN



PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KAEUFATEMN DAERAH TINGKAT Il
REMBANG

NOMOR & TAHUN 1358

"ENTANG

PERUBAHAN FERTAMA PERATURAN TAERAH XABUPATEN
DAERAH T:NGKAT il REM-~AxG NOMOR 1t' TAHUN 1986
TENTANG PELAYANAMN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT U-
MUM KABUPATEN DAER&AN TINGKAT il REMBANG

. PENJELAGSAN UMUM :

Bahwa dergan Yesuiusen Eersema  Men'eri Kesehatan
dan Ment=ii isalam  Meged . tengeal 12 Pebruari 1987
Nomor : 88 / Menxes/S<B/ES.7, Nomor 4 Tshun 1587 telah
ditetapkan Poiz Tario Pa.e. vawat “ginao Fumah Sakit

Umum Daarah bzagi peserta Perom Huseda Bhakti.

Sesuai dengan kstentuan Paszl 15 Surat Xeputusan Ber-
sama terseout, maka oelaksanzannya harus segera dituangkan
dalam Perzturan Daerah.

a

Sebagai pelaksanaan Pussl 5 iersetut, maka dipandzng
perlu untuk meruban Peraturan D=erah Xabupaten Daerah
Tingkat ti Rembang Nomor 11 Tehun 1959 tentang Pelayanan
Kesahatan Pada Rumean Sakit Umum <abupsien Daerah
Tingkat il Rembang yang teiah dizah an oleh Gubernur Ke—
paia Daerah Tingkat | Jawas Tangah densan Surat Keputusan
tanggal 12 Agustvs 1987 Noavor @ 185.37 231 /1487 dan di-
undangkan dalam Lanboran " Dacrah lingkat |l Rembang
tanggal 13 Agustus 1887 ~omor 21 Tahun 1237 Serii B
Nomor 9 untul disasuzikan dengjan Surat Keputusin Bersama
tersebut diates. -



1.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal | A

Pasal | B
Pasal | C

Pasal 1 D :

Pasal | E

Peserta yarg dinasksud da'am Peraturan Pe—
merintah No. 2Z dan No, 23 Tahun 1984 ada-
lah Pegawai “ogari Sipil dan Penerima Pensiun
yang penghasiannya dipotong untuk pame-
liharaan kesehatan,

Cukup jelas.

Biaya oerawatzn dan obat—obatan tersebut di-
bayar olen ~erum Husada 3hakti dari pemo-
torgan wnanghasitan Psgawai Negari Sipil dan
Penerime Parsiun.

Ketentuan ~asal "1 gyat {3;, istitanh BPDPK
diganti d=ngan Peium Husada Bhakti sedgang-
kan ayat (4) dihapus dan dipindahkan ke ayat
(23 Pasal 34 wesum parubahan Peraturan Dae-

- -

rah iai - ]
Pasa! 33 s/d 37 : Cukup jelas.

Pasal 33 ayat '1; . Cukup jelas.

ayat 2 - Pas:ta yang menghandaki dirawat
di s=las yang tebih tinggi dari pada
hzinys, wojlb membayar selisih tarip
sz:ual dengan tarip Rumah Sakit
yarg meliputi @
Bizaya perawatan, visits, jasa tin-
dzkan dan ssbagsinya,

Pasai 39: Ketazntuan tarip dari Perum Husada
Bhakti yang besaku pada saat di-
susunnya Peraluran Daerah ini ada-
lzh Rp 3.000,— (tiga ribu rupiah).

Pasal 40 : Rirciannya adalah sebagai berikut |

- Komoonen Jasa Rumeh Sakit !
30% X <Ketentuen yang berlaku
masuk ke Kas Daarah.
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- Komponen alat dan bahan habis
pakai : 309% x Ketentuan yang
berlzku, habis untuk pasien.

- Komponen Jasa Mecik dan Ad-
ministrasi: 40 % % Ketentuanyang
beriaku., untuk jasa dokter. pera=-
wat dan lain lain.

P asal 41 dan : Cukup jelas,
Pasal | F : Cukup jelas.

Pasal 1l ! Cukup jelas.
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KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT Il REMBANG N“OMOR 13
TAHUN i980 TENTANG SUSUMA': ORGANI-
S38] DAN TATA<KERJA SEKRETAFIAT WiLA-
YAH ;s DaERAH DA~ SEXRETARIAT DEWAN
PEXWAKILAN RAKYAT DAERAI{ FABUPATEN
DAERAH TiING<AT Ii REMBANG.

Feraturan Daerah Xabupaten Daerah Tinakat il Rembang
Nomor : 13 Tahun 1980 temang susun:n Organisasi dan Tata-
kerja Sekretariat Wilayah/Deerzh Tingkat Il dan Sekretari-t Dewan
Perwakilan Rakvat Daa:ah Tingksat || Fembzng yeng disahkan
dengan surat Meputusan Gubeinur Xepala Daerah Tinckat | Jawa
Tengah tanggal 14 Maret 1981 Nomor : 188.3 /61 /1981 dan
diundangkan dalam Lembaran Da=zrah Tingkat Il Rembarg tang-
gzl 31 Maret 128! Nomor : 1 Tahun 881 Seri O yarng 1elah
diubah dengun feratyran Daerah Kabopaten Daeray Tingkat |l
Rembang Nomor 7 Tahun 18&4 tentang Perubahan yanrg Peitama
kali Peraturan Daerah Kabupaten Dasziah Tingkat !l Rembang
Nomor 13 Tahua 1380 tenteng Susunan Orgenisasi dan Tata-
kerja Sekretariat Wilayah/ Oaerah Tingkst |l Rembarg yang telah
disahkan dengan surai Kepuiusan Gubsrnur Kepa'a Daierah Ting-
kat | Jawa Tengah tanggal 10 Agustus 1984 iNorior 1883/
20848 71984 dzn diundangkan cdalawn Lzmbaran Dacrah Kabu-—
naten Daarah Tingkat !l Rembang tangygal 16 Agustus Y884 ~o-
mor : 6 Tahun 1984 Ss=ii D diubah lagi ssbagai benlwut

A, Pasal 6 diubah dan dibaca sébeagai berikut
rasal 6
Bagian ~bagian sebagai dimaksud pada Pasal 5 Peraturan

Dasrah ini acalah :

a. Bagian Pameilintahan,
b. Bagian Hukum.
c. Bagian Organisasi dan Tatalaksena.



Bagian Keuangan.

Bagian Hubungan Masyarakat,
Bagian Perekonomizn,

Bagian Pembangunan,

Bagian Kesejahteraan Rakyat.

8agian Umum. |
Bagian Kepegawsaian.

Ta ~oa

N —

B. Dalam Bagian Ketiga, perkatzan dan Organisasi & Tatalaksana
dihapus.

C. Fasal 15 sampai dengan Fasai 21 diubah dan dibaca sebagai
berikut.

Pasal 15

Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Sakretariat Wilayah / Daerah dalam mengkoordinasikan pe—
rumusan Feraturan  Parundang - undangan, msne'aah Hukum,
membeiikan bantuan Hukum mempublikasiken dan mendokumen-
tasikan produk Huokum,

Pasal 16

Untuk manys'anggarakan tugas tersebut pada Pasal 15

Peraturan Daerah ini, Hagian Hukum mempunyai fungsi ¢

a. mangkosrdinasikan nerumusan Paraturan Daerah dan Keputusan
Bupsti Kepsala Dazerah, serta mengikuti dan mengolah per—
kemiangan Hukum.

b. ma2anaiaah dan menqavaluasi nelaksanaan Peratutan Perundang-
undangan di bidang remarintahin Daerah,

¢, mamberikan safan p2riimbangan dan bantuan hukum kepads
semua unsur Psmeintah Dserah atas meszlah Hukum yang
timbul da'am pe'sksanaan tugas.

d. rnang‘1impu§1 Paratursn Perundang-undengan, melakukan pu-
biikasi preduk Hukum dan melakukan dokumer.tasi hukum.
Pasal 17

Bagian Hukum terdiri dari :
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e. Sub Bag'an Parsturan Perundeng -undangan dan Penelm
Hukum. -

b. Sub Eagian Dokumentasi Hukum,

c. Sub Bigian Bantuan Hukum,

Pasal 18

Sub Barian - Sub Bagian sebagaimana tersebut dalam Pa--
sal 17 Pearaturan Dasrah ini, masing - masirg dip'mpin oleh se-
orang Kenala Sub Bagian yang berada dibawsh dan tertanggung-
jawab langsung kepada Kepala Bagian Hukum,

Paszl 19

~

Si:h Bagian Peraturan Ferundang —undargan dan Fenelea—
nan Hukum mempunysai tucas :

a. mengkoordinasikan perumusan rancangan Peraturan Daerah
dan Kanurusan Bupati Kepala Dzerah,

b, m=nalezh dan msnagrvaluasi Peraturan Daerzh dan Keputusan
Bupati Kspala Daerah,

Pasal 20

Sub. Frg'an Dokumentasi Hukum mempunyai tugas :
a. melztukan Dokumentasi dan publikasi produk-produk Hukum.
meneartibkan Lembaran Daerah.
c. mengatur penyebaran dekumen Hukum.

o

Pasal 21
Sub Bagian Bantuan Hukum mempunyai tugas :

a. mansarima, manoumpulkan dan mempelajari percoslan — per-
soalan hukum yang timbul! dalam pelaksanaan tugas Peme-
rinteh Daerah.

b. memberikzn bantuan hukum kepada Ursur-unsur Pemerintsh
Dasrah stas masalah hukum yang timbul dalam pslaksanaan
tugas masing-masing.

c. memberikan pgrlindungan hukum yang bersangkitan dengan
sengketa sewa—-manyswa rumah. b



D. Diantara Pasal 21 dan Pasa! 22 disisipkan 1 (satu) Bagian
baru yang terdiri dari 7 pasal dan berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keempat
Bagian Organisasi dan Tata laksana

Pasal 21 A

Bazgian Organisasi dan Tata laksana mempunyzi tugas ma-
ngumoultkan dan menqanslisa data, mamoersiapkan psnyusunan
program dan petunivk sertz memonitor dan mengevaluasi perkemba
ngan dididang kelambacaan dan ketatalaksanaan serta penyusun
konsap-konsep mengenai pembukuan sarana serta mengeiola
Perpustakaan.

Pasal 21 B

Untuk menyeienggakan tugas tersebut pada Pasal 21 A
Peraturan Dasrah ini, Bagian Organisasi dan Tata laksana mem-
punyai fungsi.

a, mengumpulkan dazn msngolah data serta mempersiapkan kon-
sap-%onsep pangembangan kelambagaan dan pstunjuk pem-—
binaan terhadan sa‘uan organisasi di hnakungan Pemerintah
Daerah, instansi Vertikal D=oartemsn Dalam Negeri dan Pe-—
rangkat Wilayah Administrasi.

b. Mengumpulkan dazn mengolsh data serta mempersispkan sa-
ran-saran pertimbangan dalem rangka penyusunan konsep-
konsep dan petunjuk pembinaan mengenai tata kerja, metode
ketja dan prodesur kerja.

c. Mengumpulkan dan mengoiah data se'ta mempersispkan kon-
sep-konsep pangembangan dan peturjuk pembinaan terhadap
pembukuan sarana kerja dalam rangka efisiensi,

d. Mengelala dan mengembangkan Perpustakaan,
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Pasal 21 C

Bagian Organisasi dan Tata laksana terdiri dari :

a. Sub Reoin Kelambaaaan,
bh. Sub Bagian Ket*atalaksanaan,
c. Sub Bagian Perpustakaan.

Pasa' 21 D

Suh Bagian- Sub Baaqizn sahac:afmana tersehut pada
pacal 21 € Paraturan Daerabh ini. masipg-m=sire dipimpin oleh
sanrang Kepsla Sub Baczian yang berada di bawah dan bertara—
guna jawab !2ngsung kepada Kepala Begian Organisnsi dan Ta-—

72laksan=,
Pasal 21 E

Sub Ragian Kelembag2an mempunyai tugss menoum-
nutk=n, meansistimatsasikan dan mengolah dsta da'am rarcka
nerbha‘kan dan nenaembanaan Oreanisasi dalam  lingkunran Pe-
merintzh Daerab, Instansi Vertika! Departernren Dalam Negeri dan
Perangkat Wi'avah Adininistratif,

Pazal 21 F

Sub Bagian Ketatalakeanaan mempurvai fugas me-
nqumpuikan, mersistimatisasikan dan menrgolah data dalam rang—
ka pesrbaikan s'stim Tata keria dan mefode kerja dzlam lingkunoan
P=marintah Daerah. Instansi Vertikal Departemen Dalam Negeri
dan Perangkat Wilayah Administratif.

Pasa! 21 G

Sub Bagian Ferpustakaan mempenyai tugss menyusun
iencana, mengadakan dan meme'ihara buku-buku Feroustakaan
dan a'at-alat Serpustakaan serta mencatur dsn mengurus pemin-
jaman buku-buku dan administrasi Perpustakazan,

E. "Bagian Keampat” sampsi dengan dengan “Bagian Kesshelas”

lama menj=di "Bagian Kelima” sampai dengan “Begian Xedua
be'as” haru, B

-F. Pasat 28 A sampai dengan Pasal 28 F diubah dan dibaca se-
bagai berikut : e
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Pasal 28 A

Bagian Hubungan Masvarakat mempunyai tugas melak-

sanakan sebacian tugas Sekretariat Wilayah/Daerah dalam bidarg
pemhinaan dan pengembangan Hubungan Masyarakat guna me-
mantapkan keb:jaksanaan Pimpinan Pemerintah Daerah.

Pasa! 28B
Untuk manyslenggarakan tugas tersebut pada Pasal

28 A Persturan Daerah ini. Bagian hubungan Masyarakat mem-
punyai funysi :

. melaksanakan Hubungan timbal balik antara Pemetintah Dae-
rah dengan masyarakat umum dan Orgenisasi Sosial Politik di
Wilayahnya.

. melaksanakan hubungan dengan satuzn-satuan Organisasi da—
lam lingkungan Daerah untuk memberikan pengertian dan
pencrangan tsntang kebijoksanaan dan kegiatan Pimpinan Pe-
merintah Daerah.

menilai pendapat. sikap dan kegiatan masyarakat terhadap pe-
pelaksanaan kebijaksanaan Femerintsh Daerah. '

merencanakan dan melaksanakan kegiatan untuk memperoleh
pengertian keyakinan dan partisipasi masyarakat terhadap kebi-
jakcanaan dan kegiatan Pemerintah Daerah.

. menvelenggarakan kegiatan penerangan dan pemberitaan,

melaksanakan Inventerisasi dan dokumentasi fotografi pere-
kaman, penerbitan dan mendistribusikan, bahan - bahan pe-
nertiban,

. merencanakan dsn melaksanakan kegiatan RSPD,. meng-
evaluasi dan meneliti dampak siaran,

Pasal 28C

(1) Bagian Hubungan Masyarakat terdiri dari :

a Sub Bagian Pengumpulan dan Penyaringan !nformasi.
b, Sub Bagian Penerangan dan Pemberitaan.



c. Sub Bagian Fublikasi dan Dokumentasi.
d. Sub Bagian Pembinaan RSPD.

(2) Sub Bagian — Sub Bagian sebagaimana tersebut ayat (1)
Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab lang-
sung kepada Kepala Bagian Hubungan Masyarakat.

Pasal 28D

Sub Bagian Pengumpulan dan Penyaringan Informasi mem-
punyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Wilayah/
Daerah dalam ;

a. mengumpulkan, menyaring dan menganalisa Informasi baik yang
beraszl dari Instansi-instansi vertikal, Dinas-dinas Daerah mau-
pun masyarakat Umum,

b. melaporkan Informasi - informasi yang dianggap perlu sebagai
umpan balik ternadap Pimpinan Pemerintah Daerah.

Pasal 28E

Sub Bagian Penerangan dan Pemberitaan mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Wilayah / Daerah dalam :

a. menyelenggarakan kegiatan penerangan baik intern maupun
extern.

b. menyelenggarakan pemberitaan baik melalui media massa Pe-
merintah Daerah maupun melalui Pers.

c. melayani masyarakat yang memerlukan informasi dan mengada-
kan tanggapan atau penjelasan Pers.
Pasal 28F

Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Wilayah/Daerah dalam :

a. merencanakan dan menyelenggarakan penerbitan dokumentasi,
informasi. rekaman, penyajian data dan pameran.

b. mendistribusikan bahan-bahan penerbitan.

c. Diantara Pasal 28 F dan Pasal 29 disisipkan Pasal baru sebagai-
e
berikut :



Pasal 28G

Sub Bagian Pembinaan RSPD mempunysi tugas me-
laksanakan ssbagian tugas Sekretaris Wiisyan / Daerah dalam :

a. Merencanakar dan menyslenggaral.an kegiatan RS®D.
b. Mengsviluasi dan meneliti dampak Siaran dalam usaha pem-
binaan dan pengembangen RSFD,

H. Lampiran tentang Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Wi-
layah / Daerah dan Sekrstarizt Dewsan Parwakilan Rakyat Da-
erah sebagaimana dimaksud dalam pasz! 80 di ubsh menjadi
sebagaimana terssbut dalam Lampiran Pesaturan Dzerah ini.

Pasal i

) Peraturan Dserzh ini mulei beslaku peda tanggel di-
undangkan. e

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahken pe-
ngundangan Peraturan Daersh iri denpan perempatannya dalam
Lembaran Daerah Kabupatan Dasireh D:zerah Tingkat 1l Rembeang.

Dewan ®erwakilan Rakyat Daerah Ditetapkan di : Rembang
Kabupaten Daerah Tingket Il Pada tanagal : 15 Oktober 1958,
Rembang . ; e
Bupati Kepzla Daerah Tingkat |l
Ketua: Remblng
ttd. ttd.
-SOEGENG SARWONO SCERATMAN, SH.
DISAHKAN :

Denpan Surat Kenutussn Gubernuy
Kawala Deerah Tinokat |
Jawa fengsh

Diundangkan dalam Lembaran Daerzh Tarogal 3 Arril 1989
Kabupaten Daerzh Tingkat Il Ramoang No, 188.3:97/1983
Nomor 5 Tahul? 1989 Sent D Nomor3 An. Sekrstaris Wilayah / Daeran Tk, |
tanggal 15 April 1939, Jawa lengzh
Sekretaris Wiiayeh / Daerah Kepala Biro Hukum
ttd ttd,
Drs SOEDIHARTO SARDJITO SH

NIP. 500 029 511 " Nip, 500.0:4.373
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PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT I
REMBANG

NOMOR 7 TAHUN 1988
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DA-
ERaH TINGKAT (I REMBANG NOMOR 13 TAHUN 1880
TENTANG SUsUMAN ORGANISAS|I DAN TATA KERJA SEKRE-
TARIAT WiILAYAH / DAERAH TINGKAT || DAN SEKRETARIAT
DEWAN PERWARILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT il REMBANG

L FEJELASAN UMUM :

Bercdasarkan surat Kawat Menteri Dalam Negeri tanggal
4 September 1982 Nomor ; 061/6859/SJ dan Instruksi Gubernur
Kepala Dazral, Tingkat | Jawa Tengah Nomor : 061 / 1 / 1983
tangga! 14 Januari 1983, status Sub Bagian Hubungan Masya—
rakat c¢an Frctokel di tingkatkan menjadi Bagian. setingkat dengan
Bagian-tacian lain di lingkungan Sekretarist Wilayah/Daerah.

Untuk Kabupaten Rembang hal ini sudah di‘aks nakan
yaitu dengan mcnerbitkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1984
tentang Perubshan yang pertama kali Peraturen Daerah Kabupaten
Dasrah Tingkat Il Rembang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Su-
sunan Creani oti dan Tatakeria Sekretariat Wilayah / Daerah dan
Selretariat Der-n Perwakilan Rakyat Daerah Kabupzten Daerah
Tingkat il Remi.ng.

Bahwa ' crdasarkan surat Mente:ri Dalam Negeri tenggal
7 Ozzrmbaer 1987 Nomo: 061.12:40/5J4 dan surat Flenteri Da—
lam Negari tanggal 14 Des-mber 1987 Nomor 061.1/1219 / Lit-
bang. maka parlu  meningkatkan status Sub Bagian Organisasi
dan Tataiaksana m-=njadi Bagian dan menambah Sub Bagian
RSPD pada Bagian Hubungan Masyarakat.

Untuk maksud tersebut diatas. mazka dipandang perlu
untik mengadakan perubahan ksdua Peraturan Daerzly- Kabupaten
Daerah Tingkat Il Rembang Nomor 13 Tahun 1980 izntang Su-
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SUsuilaii Uiganisasi w>kretariat Wilayah / Dasrah dan Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupatsn Daerah Tingkat |l

il e AN PASAL DEMI PASAL :

snc imaksud dengan " Peraturan Daersh ini ¢
“wraturen Daerah Nomor 13 Tahun 1980.

!
j8ias.




